
 

BUPATI KUDUS 

 

PERATURAN BUPATI KUDUS 

                                             NOMOR   21 TAHUN  2011 

 

TENTANG 

 

STANDAR PELAYANAN MINIMAL 

PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KUDUS 

 

BUPATI KUDUS, 

 

Menimbang        : a.  bahwa rumah sakit sebagai salah satu sarana pelayanan 
kesehatan, memiliki peran yang sangat penting dalam 
peningkatan derajat kesehatan masyarakat sehingga 
rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang 
bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan; 

      b. bahwa dalam rangka memberikan standar pelayanan 
tersebut, perlu mengatur  Standar Pelayanan Minimal 
pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus;  

       c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan  
Peraturan Bupati; 

 
Mengingat : 1  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
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5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik 
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4431); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5063); 

 9.  Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 153); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang 
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3637);  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kebupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);  

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah; 

14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/ 
Menkes/SK/II/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal 
Rumah Sakit; 
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 
2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada 
Badan Rumah Sakit Daerah    Kabupaten    Kudus  
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 
Nomor 10,  Tambahan Lembaran Daerah Nomor 105) ; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga 
Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor 
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 
Nomor 15,  Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kudus Nomor 117); 

 
M E M U T U S K A N  : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI  TENTANG STANDAR PELAYANAN 

MINIMAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 
KABUPATEN KUDUS. 

Pasal   1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Bupati adalah Bupati Kudus. 

2. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis 
dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib 
daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara 
minimal. 
 

                                      Pasal 2 
 
Dengan Peraturan Bupati ini diatur Standar Pelayanan  
Minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus. 

 
Pasal 3 

 
(1) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2, meliputi jenis , indikator, dan standar pelayanan . 
 

(2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  
meliputi : 
a. Pelayanan gawat darurat; 
b. Pelayanan rawat jalan; 
c. Pelayanan rawat inap; 
d. Pelayanan bedah; 
e. Pelayanan persalinan dan perinatologi; 
f. Pelayanan intensif; 
g. Pelayanan radiologi; 
h. Pelayanan laboratorium patologi klinik; 
i. Pelayanan rehabilitasi medik; 
j. Pelayanan farmasi; 
k. Pelayanan gizi; 
l. Pelayanan transfusi darah; 
m. Pelayanan keluarga miskin; 
n. Pelayanan rekam medis; 
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o. Pengelolaan limbah; 
p. Pelayanan administrasi manajemen; 
q. Pelayanan ambulans/kereta jenazah; 
r. Pelayanan pemulasaraan jenazah; 
s. Pelayanan laundry; 
t. Pelayanan pemeliharaan sarana rumahsakit; dan 
u. Pencegahan pengendalian infeksi. 

 
Pasal 4 

 

Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah 
Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal  5 
 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan 
Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2004 tentang Standar 
Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten 
Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2004 
Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi 
 

Pasal 6 
 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus. 
 

       Ditetapkan   di    Kudus 
       pada tanggal   8 September 2011 

 
                 BUPATI KUDUS, 

 
 
 

 
                                                            M U S T H O F A 

Diundangkan di Kudus                               
pada tanggal  9 September 2011 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS, 
 
 
 
 
                             BADRI HUTOMO 
 
BERITA  DAERAH  KABUPATEN  KUDUS  TAHUN  2011 NOMOR  21 
 
 


